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ABSTRAK


pertanahan mengalami kendala. Kasus pertanahan yang ada di Sulawesi Barat lebih dikarenakan masyarakat merasa sudah memiliki hak atas sebidang tanah dengan memiliki dokumen sporadik. Alhasil timbullah sengketa kepemilikan, sengketa batas lokasi dan perebutan harta warisan. Strategi Peningkatan Penanganan Tindak Pidana Pertanahan atau Si ANDI Nah merupakan strategi yang mengupayakan pembenahan terkait penyelesaian masalah tanah dengan melakukan beberapa tahapan. Dimulai dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personil pada Ditreskrimum, membangun kerja sama dengan pihak Bdan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang dan Pemerintah Daerah, menyusun standar operasional prosedur dan membentuk Rumah Bicara atau ruang konseling. Hasil yang dicapai dalam implementasi Si ANDI Nah yaitu persetujuan pengusulan penambahan jumlah personil, pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan bagi personil, terwujudnya dukungan kerja sama oleh pemangku kepentingan terkait, tersusunnya standar operasional prosedur, dan terbentuknya Rumah Bicara atau ruang konseling sekaligus sebagai pilot project di Sulawesi Barat.Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat sebagai Polda ke-33 yang dibentuk di Indonesia memiliki beberapa direktorat dan satu diantaranya adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) yang memiliki tugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum. Di dalam Ditreskrimum terdapat Subdit 2 Harda Bangtah sebagai salah satu subdit yang menangani kasus yang objeknya adalah tanah. Dengan obyek kasus tanah, kasus yang ditangani pun terbilang banyak berdasarkan data laporan polisi sejaka tahun 2021 hingga tahun 2023 periode Januari sampai dengan Agustus. Fakta yang ada di Ditreskrimum menunjukkan bahwa jumlah personil yang ada sebanyak 74 orang dari jumlah 217 orang berdasarkan Daftar Susunan Personil (DSP). Selain itu, personil yang ada didominasi berpangkat bintara dan bahkan masih baru dalam penugasan sehingga penanganan kasus 
Kata Kunci: Ditreskrimum, tanah, personil, kerja sama, rumah bicara.
KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga implementasi proyek perubahan Strategi Peningkatan Penanganan Tindak Pidana Pertanahan (Si ANDI Nah) ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Project leader menyadari bahwa dalam menyusun laporan hasil implementasi proyek perubahan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran yang konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak demi kesempurnaan proyek perubahan ini.
Berbagai kendala dihadapi dalam melaksanakan proyek perubahan ini namun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak yang sangat besar manfaatnya bagi project leader. Untuk itu, project leader ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Irjen Pol. Drs. R. Adang Ginanjar S., M.M., yang telah memberikan kesempatan kepada project leader untuk mengikuti PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023.
2. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Kombes Pol. I Nyoman Artana, S.H., selaku mentor yang telah mendukung sepenuhnya proyek perubahan ini.
3. Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Kepolisian Republik Indonesia, Kombes Pol. Drs. Taufik Supriyadi dan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Prof. Dr. Adi Suryanto, M.Si. beserta jajarannya yang telah bersedia menerima dan melayani kami secara profesional sebagai peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023.
4. Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc., selaku coach yang telah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga dan bimbingannya untuk memberikan arahan dan petunjuk selama implementasi proyek perubahan ini.
5. Keluarga tercinta, isteri dan anak-anak, atas dorongan semangat bagi project leader selama pelaksanaan PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023.
6. Rekan-rekan peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 berseta seluruh stakeholder yang telah banyak membantu dalam penyusunan implementasi proyek perubahan.
7. Tim efektif proyek perubahan Si ANDI Nah atas dukungan yang diberikan, baik moril maupun tenaga sejak perencanaan hingga implemnetasi proyek perubahan ini.
Besar harapan project leader agar kegiatan proyek perubahan ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan demi terwujudnya Sulawesi Barat yang ramah pertanahan.


Mamuju,   November 2023
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat dibentuk pada tahun 2016 sebagai Polda yang ke-33 di Indonesia dan saat ini sudah berusia 7 tahun merupakan pemekaran dari Polda Sulawesi Selatan. Sebagaimana Polda lainnya, Polda Sulawesi Barat juga memiliki sejumlah direktorat dan salah satu diantaranya adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) yang dalam pelaksanaan tugas pokoknya berada di bawah Kapolda. Ditreskrimum terdiri dari Direktur, Wakil direktur, 4 (empat) Sub Direktorat, 2 Kabag, Renmin dan Identifikasi. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Subdirektirat atau Subdit 2 Harda Bantah adalah salah satu subdit yang menangani kasus yang obyeknya adalah tanah. Subdit ini memiliki beban kerja yang sangat tinggi karena presentasi masalah tanah paling tinggi dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya.
Namun fakta lainnya bahwa Ditreskrimum Polda Sulbar masih sangat kekurangan personel dari Daftar Susunan Personil (DSP) yakni sebesar 217 orang personil sementara saat ini baru terisi 74 orang. Kondisi tersebut sangat jauh dari kebutuhan personel semestinya dibandingkan dengan jumlah laporan masyarakat dan ditambah lagi dengan sumber daya manusia personil didominasi oleh bintara yang berpangkat brigadir dua (bripda) bahkan bintara yang masih baru. Adapun kondisi personil pada Ditreskrimum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.








Tabel 1.1
Data DSP Ditreskrimum Polda Sulbar

	NO
	PANGKAT
	KETERANGAN

	1.
	KPB
	1 Personil (Direktur)

	2.
	AKBP
	7 Personil (Wadir, Kabagwas, Kabag Bin Ops dan Kasubdit)

	3.
	KOMPOL
	27 Personil (Kasubag, Kanit Riksa/Sub/Bag dan Kasi Ident)

	4.
	AKP
	50 Personil (Kaur Min, Paur Ops, Kanit dan Panit)

	5.
	IPDA/IPTU
	9 Personil (Panit Ident dan Pamin Subbagrenmin)

	6.
	BINTARA
	99 Personil (Bamin, Banum dan Banit Sub/Bag)

	7.
	PNS/ASN
	24 Personil (Banum Bag/Sub/Ident)



Tabel 1.2
Data Riil Personil Ditreskrimum Polda Sulbar
	NO
	PERSONIL
	JUMLAH
	S1
	S2
	DIKBANG
	KET

	
	
	
	
	
	SUDAH
	BELUM
	

	1.
	PAMEN:
	
	
	
	
	
	

	
	KOMBES
	1
	6
	1
	7
	-
	7 PAMEN

	
	AKBP
	2
	
	
	
	
	

	
	KOMPO
	4
	
	
	
	
	

	2.
	PAMA:
	
	
	
	
	
	

	
	AKP
	3
	8
	2
	7
	1
	9 PAMA

	
	IPTU
	4
	
	
	
	
	

	
	IPDA
	2
	
	
	
	
	

	3.
	BINTARA:
	
	
	
	
	
	

	
	AIPTU
	1
	8
	1
	15
	34
	58 BINTARA

	
	AIPDA
	3
	
	
	
	
	

	
	BRIPKA
	4
	
	
	
	
	

	
	BRIGPOL
	5
	
	
	
	
	

	
	BRIPTU
	16
	
	
	
	
	

	
	BRIPDA
	29
	
	
	
	
	




Pada tabel 2 terlihat bahwa perbandingan personil yang sudah dan belum mengikuti dikbang dimana jumlah yang sudah mengikuti lebih sedikit dibandingkan yang belum mengikutinya. Kondisi ini jelas mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada masyakarat.
Berkaitan dengan tugas Subdit 2 Harda Bantah yang menangani permasalahan tanah, kondisi masyarakat di wilayah Sulawesi Barat sebagian besar merasa sudah memiliki bukti kepemilikan tanah dengan dokumen sporadik yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena pihak pemerintah seringkali melakukan proses ganti rugi lahan cukup dengan memiliki sporadik sementara sporadik hanyalah sebatas surat keterangan penguasaan fisik sebidang tanah yang diterbitkan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini kepala desa atau lurah. Akibatnya timbullah sengketa kepemilikan, sengketa batas lokasi dan perebutan harta warisan.
Adapun jumlah laporan polisi yang berkaitan dengan masalah pertanahan sejak tahun 2021 sampai Agustus 2023 secara berturut-turut pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Jumlah Data Laporan Polisi Tahun 2021
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Tabel 1.4
Jumlah Data Laporan Polisi Tahun 2022
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Tabel 1.5
Jumlah Data Laporan Polisi Tahun 2023 (Januari-Agustus)
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Jumlah kasus terkait pertanahan pada tahun 2021 sebanyak 31 kasus dan menduduki peringkat pertama. Pada tahun 2022 terdapat 48 kasus dan masih tetap pada peringkat pertama dari semua kasus yang ada. Sementara pada tahun 2023 periode bulan Januari s.d. Agustus sebanyak 19 kasus dan berada pada posisi pertama dari jenis kasus yang ada. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan peningkatan kasus pada tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 17 kasus. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Ditreskrimum khususnya Subdit 2 Harda Bantah yang memang memiliki tupoksi salah satunya menangani kasus dengan obyek tanah.

B. Tujuan Proyek Perubahan

Proyek perubahan ini merupakan strategi peningkatan penanganan tindak pidana pertanahan yang bertujuan dalam rangka upaya preventif dan represif bagi masyarakat terkait permasalahan tanah sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang status kepemilikan tanah dengan memiliki sertifikat hak milik (SHM). Strategi ini ditempuh dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personil Ditreskrimum Polda Sulbar, membangun kerja sama lintas sektor dan menghadirkan Rumah Bicara atau ruang konseling sebagai wadah penyelesaian masalah pertanahan. Secara rinci tujuan dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut.
1. Tujuan Jangka Pendek
a. Terbentuknya tim efektif.
b. Peningkatan jumlah personil dan kemampuan personil Ditreskrimum dalam proses penyelidikan dan penyidikan di bidang pertanahan.
c. Dukungan kerja sama antara Polda Sulbar dengan Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah.
d. Rumah Bicara atau ruang konseling sebagai wadah konseling bagi masyarakat terkait pertanahan.
2. Tujuan Jangka Menengah
a. Pengusulan sertifikasi penyidik/penyidik pembantu fungsi reskrim.
b. Pengusulan pembentukan Rumah Bicara atau ruang konseling di Polresta/Polres jajaran.
c. Mengadvokasi Pemerintah Kabupaten dalam penataan administrasi tanah di desa dan kelurahan.
d. Terwujudnya Perjanjian Kerja Sama antara Polri dan BPN.
3. Tujuan Jangka Panjang
a. Terbentuknya Rumah Bicara atau ruang konseling di Polresta/Polres jajaran dan berkelanjutan.
b. Tersertifikasinya seluruh personil Ditreskrimum Polda Sulbar khususnya di bidang pertanahan.
c. Menurunnya kasus tindak pidana pertanahan di wilayah Polda Sulbar.
d. Jumlah kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yang semakin meningkat.

C. Manfaat Proyek Perubahan

Pelaksanaan proyek perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:
1. Manfaat internal
a. Partisipasi Ditreskrimum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya penanganan perkara dapat meningkatkan citra positif di mata masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Polri peduli terhadap kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.
b. Terlibat dalam penanganan perkara memberikan kesempatan bagi Ditreskrimum Polri untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam bidang tindak pidana yang berkaitan dengan perkara pertanahan.
2. Manfaat eksternal
a. Adanya penjelasan terkait permasalahan tanah yang dihadapi oleh masyarakat dengan memberikan solusi penyelesaiannya dengan mengedepankan penyelesaiannya secara kekeluargaan atau restorative justice.
b. Terwujudnya sinergitas antara stakeholder terkait terhadap penyelesaian masalah tanah di Provinsi Sulbar.





























BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN


A. Deskripsi Proyek Perubahan

Peringkat kasus pertanahan pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang berada urutan pertama menunjukkan bahwa masalah ini sangat perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang terkait. Dominasi permasalahan tanah yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah bukti kepemilikan tanah dalam bentuk dokumen sporadik. Dokumen ini jelas tidaklah menunjukkan kepemilikan seseorang atas sebidang tanah dan menjadi asal muasal timbulnya berbagai jenis kejahatan terkait masalah utama ini.
Dalam kewenangannya di wilayah hukum Polda Sulbar, Ditreskrimum dituntut untuk mampu menangani semua kasus pertanahan di 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa, Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Polewali Mandar. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah personil pada Ditreskrimum belum cukup untuk menangani kasus-kasus yang ada. Minimnya jumlah personil ditambah lagi dengan belum seluruh personil Ditreskrimum yang telah mengikuti dikbang terkait pertanahan. Sudah barang tentu ini menjadi gap yang perlu diselesaikan segera demi pelayanan masyarakat yang prima terkait masalah pertanahan.
Si ANDI Nah atau Strategi Peningkatan Penanganan Tindak Pidana Pertanahan merupakan strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personil Ditreskrimum, membangun kerja sama lintas sektor dan menghadirkan Rumah Bicara atau ruang konseling sebagai wadah penyelesaian masalah pertanahan. Dengan diimplementasikannya proyek perubahan ini, diharapkan dapat meminimalkan permasalahan tanah di Provinsi Sulawesi Barat.

B. Output dan Outcome Proyek Perubahan

Produk akhir proyek perubahan yang akan dicapai sebagai output adalah:
1. Adanya peningkatan kondisi personil Ditreskrimum Polda Sulbar, baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Kerja sama atau kolaborasi instansi terkait dalam membantu masyarakat.
3. Pembuatan SOP Rumah Bicara atau ruang konseling.
4. Terbentuknya Rumah Bicara atau ruang konseling di Polda Sulbar sebagai pilot project.
Sedangkan outcome yang akan dicapai dalam proyek perubahan ini adalah:
1. Terjadinya peningkatan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang ditangani Ditreskrimum Polda Sulbar.
2. Berjalannya Rumah Bicara atau ruang konseling dan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah, khususnya masalah pertanahan yang dihadapi sehingga berkurangnya masalah tanah secara signifikan di wilayah Polda Sulbar.

C. Tahapan Perubahan Rencana Strategis

Tahapan perubahan terbagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Tahapan ini ditujukan untuk mencapai tujuan jangka pendek dengan periode pelaksanaan mulai dari minggu keempat September sampai dengan minggu keempat bulan November. Adapun tahapan dimaksud diuraikan pada tabel berikut.







Tabel 2.1
Tahapan Perubahan Rencana Strategis Jangka Pendek

	NO
	TAHAP UTAMA
	WAKTU

	

	1.
	PERENCANAAN
	

	
	a.
	Penyusunan rencana kerja dan jadwal proyek perubahan
	24 September 2023

	

	2.
	PENGORGANISASIAN
	

	
	a.
	Konsultasi ke Mentor dalam rangka laporan perkembangan proyek perubahan
	26 September 2023

	
	b.
	Pembentukan tim efektif
	27 September 2023

	
	c.
	Rapat tim efektif
	28 September 2023

	

	3.
	PELAKSANAAN
	

	
	a.
	Pengusulan penambahan personil
	24-25 Oktober 2023

	
	b.
	Pelatihan peningkatan kemampuan
	25-31 Oktober 2023

	
	c.
	Dukungan kerja sama oleh pihak terkait
	1-8 November 2023

	
	d.
	Pembuatan SOP Rumah Bicara atau ruang konseling
	9-12 November 2023

	
	e.
	Pembentukan Rumah Bicara atau ruang konseling
	13-15 November 2023

	

	4.
	
	PENGENDALIAN
	

	
	a.
	Monitoring dan evaluasi
	16-20 November 2023

	
	b.
	Membuat laporan akhir
	21-23 November 2023



Dalam pelaksanaan proyek perubahan Si ANDI Nah terdapat 4 (empat) unsur yaitu mentor, coach, project leader dan tim efektif yang tergambar dalam diagram berikut.
COACH
SUB PUBLIKASI
SUB
IMPLEMENTASI
SUB ADMIN
PROJECT LEADER
MENTOR
SPONSOR
SUMBER DAYA


Gambar 1.1
Diagram unsur pelaksana proyek perubahan
Adapun peran masing-masing unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut.
1. Mentor
a. Membimbing dan mengarahkan project leader terkait dengan proyek perubahan yang sudah menjadi kebijakan Pimpinan
b. Mendukung dan mendorong project leader dalam melakukan gagasan inovasi perubahan.
c. Memberikan persetujuan kepada project leader terhadap pelaksanaan proyek perubahan.
d. Melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap perkembangan setiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan.
2. Coach
a. Memberikan dukungan, motivasi dan bimbingan serta saran masukan terhadap Rancangan dan implementasi proyek perubahan yang sedang dilaksanakan mulai dari membangun komitmen bersama sampai tahap laboratorium kepemimpinan.
b. Memantau perkembangan kegiatan proyek perubahan serta memberikan bimbingan dan arahan setiap kemajuan proyek perubahan.
c. Memberikan feedback/masukan terhadap setiap laporan perkembangan proyek perubahan yang disampaikan.
d. Mengkoordinasikan dengan mentor apabila terdapat permasalahan dalam membangun komitmen dan laboratorium kepemimpinan.
3. Project leader
a. Menyusun dan mempersiapkan rancangan proyek perubahan yang diusulkan sebelum melaporkan kepada mentor atau pengambil keputusan.
b. Membangun komunikasi dan kesepakatan bersama dengan staf pelaksana proyek perubahan dan stakeholder baik internal maupun eksternal dalam merancang proyek perubahan.

c. Memimpin dan mengendalikan serta mengevaluasi setiap kemajuan tahapan proyek perubahan.
d. Berkerja sama dan berkoordinasi dengan tim dan stakeholder yang terkait dengan dukungan proyek perubahan.
e. Melaporkan setiap perkembangan tahapan proyek perubahan kepada Mentor dan Coach.
f. Mengendalikan dan mengevaluasi setiap tugas yang diberikan untuk menyelesaikan tahapan proyek perubahan kepada tim efektif.
4. Tim Efektif
Membantu project leader mencapai tujuan sesuai rencana pentahapan/milestone proyek perubahan.
a. Bertugas membantu project leader dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap tahapan kegiatan penyusunan proyek perubahan.
b. Bekerja secara bersama sesuai dengan peran dalam rangka menyukseskan aksi perubahan.
c. Memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan proyek perubahan sesuai dengan diharapkan.
d. Memberikan dukungan pada tahap perencanaan, tahap pengembangan, implementasi, monitoring dan memberikan feedback terhadap kemajuan laporan implementasi.
5. Sub Admin
a. Mengumpulkan dan menganalisa data dan bahan dalam pelaksanaan proyek perubahan dan penyusunan laporan kahir proyek perubahan.
b. Melakukan koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait data dan bahan yang dibutuhkan.
c. Melakukan fasilitasi administrasi terhadap seluruh kegiatan dalam pelaksanaan proyek perubahan.
6. Sub Implementasi
a. Melakukan koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tahapan proyek perubahan.
b. Memastikan ketersediaan peralatan dan perlengkapan dalam implementasi proyek perubahan.
7. Sub Publikasi
a. Melakukan penghimpunan dan penyusunan bahan yang akan dipublikasikan.
b. Melakukan publikasi terhadap kegiatan proyek perubahan.
8. Sponsor
Memberikan dukungan terhadap proyek perubahan sebagai investasi sumber daya organisasi.

D. Rencana Strategi Marketing

Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4 P 1 C atau product (produk), price (harga), promotion (promosi), place (tempat) dan customer (pelanggan).
1. Product
Pembuatan Rumah Bicara atau ruang konseling untuk mengeliminasi timbulnya permasalahan tanah.
2. Promotion
a. Melaksanakan kerja sama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait.
b. Mensosialisasikan keberadaan Rumah Bicara atau ruang konseling melalui berbagai platform (banner, flyer, stiker, media sosial Polda dan Ditreskrimum).
3. Price
Mengajukan dukungan anggaran pembentukan Rumah Bicara atau ruang konseling.
4. Place
Rumah Bicara atau ruang konseling dibentuk dalam lingkup Ditreskrimum Polda Sulbar sebagai pilot project.


5. Customer
Yang menjadi pelanggan dari proyek perubahan ini adalah masyarakat Sulawesi Barat.




























BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN


A. Capaian Tahapan Rencana Strategis

Capaian proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Penanganan Tindak Pidana Pertanahan atau Si ANDI Nah ini dilaksanakan secara terstruktur berdasarkan pentahapan kegiatan (milestone) yang telah direncanakan pada Rancangan Proyek Perubahan.
Selama masa Laboratorium Kepemimpinan, proyek perubahan Si ANDI Nah dilaksanakan terutama dalam mencapai tiga tujuan jangka pendek yaitu:
1. Peningkatan jumlah personil dan kemampuan personil Ditreskrimum dalam proses penyelidikan dan penyidikan di bidang pertanahan.
2. Dukungan kerja sama antara Polda Sulbar dengan badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah.
3. Rumah Bicara atau ruang konseling sebagai wadah konseling bagi masyarakat terkait pertanahan.
Diharapkan pelaksanaan dari tiga tujuan di atas dapat menjadi tolok ukur untuk pelaksanaan proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang sehingga tujuan proyek perubahan ini dapat tercapai.
Capaian tahapan rencana strategis pada tahapan jangka pendek yang telah dilaksanakan diuraikan sebagai berikut.
1. Tahap Kesatu
Pada tahapan kesatu ini dilakukan pembentukan tim efektif yang diawali dengan melakukan konsultasi dengan I Nyoman Artana, S.H. selaku Direktur Reserse Kriminal Umum yang sekaligus bertindak sebagai Mentor pada tanggal 26 September 2023. Dalam konsultasi yang dilakukan, project leader menyampaikan rencana pembentukan tim efektif guna mendukung pelaksanaan proyek perubahan Si ANDI Nah dan rencana pembentukan Rumah Bicara atau ruang konseling. Pada prinsipnya selaku mentor memberikan dukungan penuh atas implementasi proyek perubahan karena juga akan berdampak pada Ditreskrimum yang dipimpinnya secara khusus dan masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya.
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Gambar 3.1
Project leader melakukan konsultasi dengan Mentor

Langkah berikutnya adalah melakukan rapat internal lingkup Ditreskrimum dengan melibatkan seluruh pejabat dan anggota yang berkaitan dengan proyek perubahan Si ANDI Nah. Dalam rapat tersebut setiap personil memiliki kompetensi dan kewenangan yang dibutuhkan dalam implementasi proyek perubahan ini. 
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Gambar 3.2
Pelaksanaan rapat internal
Setelah tersusun personil dalam sebuah tim, keanggotaan tim efektif ini ditetapkan dengan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulbar Nomor: Sprin/233/IX/DIK.2.5/2023,                    Tanggal 27 September 2023. Tim efektif ini nantinya bertugas untuk membantu project leader dalam merealisasikan proyek perubahan ini. Keanggotaan tim efektif yang berasal dari personil Ditreskrimum Polda Sulbar ini bertujuan agar memudahkan dalam pemahaman tugas dan pengoordinasian pelaksanaannya nantinya. 

2. Tahap Kedua

Salah satu hal yang melatarbelakangi munculnya proyek perubahan ini adalah kurangnya personil pada Ditreskrimum yang akan menangani permasalahan pidana umum khususnya terkait masalah pertanahan. Dari jumlah 217 orang personil yang harus dimiliki Ditreskrimum namun baru terisi 74 orang hingga saat ini. Ketimpangan jumlah personil ini jelas mempengaruhi kinerja Ditreskrimum dalam menyelesaikan permasalahan tanah yang berada di 6 (enam) kabupaten di Sulbar.
Untuk itu, project leader menyampaikan rencana penambahan personil ini kepada Ditreskrimum dengan harapan dapat ditindaklanjuti ke unit yang membidangi sumber daya manusia.
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Gambar 3.3
Konsultasi dengan Mentor terkait penambahan jumlah personil
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Gambar 3.4
Rapat pembahasan rencana penambahan jumlah personil

Upaya yang dilakukan project leader mendapat dukungan dari Ditreskrimum dengan diterbitkannya Nota Dinas Direktur Reskrimum Nomor: B/ND-451/X/KEP/2023/Ditreskrimum, Tanggal 29 Oktober 2023, Hal Permohonan Penambahan Personil. Nota dinas ini ditujukan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulbar sebagai unit organisasi yang berwenang terkait pengadaan sumber daya manusia lingkup Polda Sulbar.
Di dalam nota dinas tersebut dibutuhkan 142 orang personil yang terdiri atas:
	a.
	AKBP
	:
	5
	Personil
	(Wadir, Kabag Bin Ops)

	b.
	KOMPOL
	:
	23
	Personil
	Kasubbag, Kanit Riksa/Sub/Bag dan Kasi Ident)

	c.
	AKP
	:
	47
	Personil
	(Kaur Min, Paur Ops, Kanit dan Panit)

	d.
	IPDA/IPTU
	:
	3
	Personil
	(Panit Ident dan Pamin Subbagrenmin)

	e.
	BINTARA
	:
	40
	Personil
	(Bamin, Banum dan Banit Sub/Bag)

	f.
	PNS/ASN
	:
	24
	Personil
	(Banum Bag/Sub/Ident)



Dengan terpenuhinya permintaan personil sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, diharapkan dapat menunjang kelancaran dalam pelaksanaaan tugas Ditreskrimum.

3. Tahap Ketiga
Jumlah personil yang belum sesuai dengan beban kerja pada Ditreskrimum Polda Sulbar diperparah dengan belum banyaknya personil yang pernah mengikuti pendidikan dan pengembangan (dikbang) terkait masalah pertanahan. Seyogianya seorang personil pada Ditreskrimum memiliki kemampuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya kasus pertanahan.
Kondisi ini juga menjadi fokus project leader sebagai bagian dari strategi peningkatan penanganan tindak pidana pertanahan. Untuk itu, project leader yang juga selaku Kepala Sub Direktorat Ditreskrimum Polda Sulbar mengajukan Nota Dinas kepada Direktur Reskrimum dengan Nomor: B/ND-449/X/DIK.2.3/2023/Ditreskrimum,                 Tanggal 24 Oktober 2023, Hal Usulan Pelatihan.
Nota dinas ini direspon positif oleh Direktur Reskrimum yang juga selaku Mentor pada proyek perubahan dengan melaksanakan kegiat an pelatihan dalam rangka mengembangkan kemampuan individu dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kasus pertanahan pada Rabu, 25 Oktober 2023 bertempat ruang rapat Ditreskrimum Polda Sulbar.
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Gambar 3.5
Foto Direktur Reskrimum dan Project leader pada Pelatihan Peningkatan Kemampuan Lidik/Sidik Kasus Pertanahan Ditreskrimum Polda Sulbar
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Gambar 3.6
Suasana Pelatihan Peningkatan Kemampuan Lidik/Sidik Kasus Pertanahan Ditreskrimum Polda Sulbar

Pelatihan tersebut dihadiri langsung Direktur Reskrimum sebagai bentuk dukungan kepada project leader untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pada jangka pendek ini. Sebagai peserta pelatihan, hadir personil pada Ditreskrimum guna meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan mereka nantinya saat bekerja di lapangan.

4. Tahap Keempat
Strategi yang dibentuk oleh project leader ini bukan hanya membutuhkan dukungan dari pihak internal saja yaitu Ditreskrimum Polda Sulbar namun juga sejumlah pihak eksternal. Berkaitan dengan masalah pertanahan, tentu peran Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Provinsi Sulbar dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Dinas Kehutanan tentulah sangat dibutuhkan ke depannya.
Dalam koordinasi yang dilakukan project leader bersama Humaidi, A.Ptnh., M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi dan Andi Aco Takdir, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dijelaskan mengenai proyek perubahan Si ANDI Nah ini dan diharapkan adanya dukungan yang diberikan oleh kedua instansi tersebut atas implementasinya. Pada prinsipnya Kakanwil ATR/BPN Provinsi dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi menyatakan apresiasi yang besar atas proyek perubahan yang dilakukan oleh project leader. Keduanya juga berjanji akan memberikan dukungan sesuai bidang tugasnya masing-masing pada saat implementasi Si ANDI Nah ini di lapangan. Bersama dengan Ditreskrimum, ATR/BPN Provinsi dan Dinas Kehutanan Provinsi akan berjalan bersama untuk menyelesaikan carut-marutnya permasalahan tanah di Sulawesi Barat.
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Gambar 3.7
Koordinasi dengan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sulbar bersama jajarannya
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Gambar 3.8
Foto bersama dengan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sulbar
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Gambar 3.9
Koordinasi dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar
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Gambar 3.10
Foto bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar


Bentuk dukungan yang diberikan oleh kedua pimpinan instansi pemerintah tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kolaborasi Kepolisian Daerah, Kanwil ATR/BPN dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tentang Pelayanan Masyarakat Terkait Dengan Masalah Permasalahan Tanah Di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Bersama dengan Ditreskrimum, ATR/BPN Provinsi dan Dinas Kehutanan Provinsi bersepakat untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan secara teknis, Dinas Kehutanan Provinsi berjanji akan memberikan peta wilayah yang diharapkan akan memudahkan identifikasi terhadap lokasi maupun kawasan yang menjadi pokok masalah atau pertikaian yang ada.
Selain dengan instansi pemerintah pada level provinsi, project leader juga membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mamuju. H. Suaib, S.Sos., M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju sangat mengapresiasi proyek perubahan SI ANDI Nah ini dikarenakan begitu banyaknya masalah pertanahan yang ada selama bertahun-tahun dan jumlahnya tidak kunjung menurun. Strategi yang diberikan oleh project leader diharapkan dapat menjadi jawaban untuk menangani masalah pertanahan yang carut-marut selama ini.
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Gambar 3.11
Koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju


Senada dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, Nur Ida, S.H., juga memberikan dukungan penuh bagi Ditreskrimum dan khususnya project leader dengan diimplementasikannya Si ANDI Nah ini. Kepala Bagian Hukum melihat bahwa proyek perubahan ini bisa menjadi titik awal penyelesaian masalah pertanahan yang sering terjadi di wilayah hukum Polda Sulbar. Kepala Bagian Hukum juga berjanji akan memfasilitasi pembuatan produk hukum yang berkaitan dengan penataan administrasi pertanahan di Kabupaten Mamuju guna mendukung Si ANDI Nah.
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Gambar 3.12
Koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Mamuju


Dukungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tentang Penataan Administrasi Pertanahan Di Desa dan Kelurahan. Dukungan ini sangat berarti bagi project leader dalam mengimplementasikan SI ANDI Nah untuk mengurangi jumlah permasalahan pertanahan yang diterima oleh Polda Sulbar nantinya.
Selain itu, project leader juga melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan sebagai lini terdepan dalam permasalahan tanah yang ada di masyarakat. Project leader menemui Lurah Simboro Kecamatan Simboro. Dari koordinasi yang dilakukan ditemukan fakta bahwa memang masalah pertanahan menjadi momok bagi pemerintah setempat. Lurah Simboro berharap adanya perbaikan terhadap regulasi terkait pertanahan dan adanya alokasi anggaran terkait penanganan masalah pertanahan yang terjadi.
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Gambar 3.13
Koordinasi dengan Lurah Simboro

Koordinasi lainnya dilakukan project leader dengan menemui pihak Kejaksaan Tinggi yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pidana Umum, Baharuddin, S.H., M.H. Secara moril, pihak Kejati Sulbar sangat mendukung implementasi proyek perubahan ini ke depannya sebagai salah satu upaya meminimalkan permasalahan pertanahan yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya.
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Gambar 3.14
Koordinasi dengan Asisten Pidana Umum Kejati Sulbar

Guna memperkuat dukungan pihak eksternal dalam pelaksanaan Si ANDI Nah, project leader melakukan koordinasi dengan Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. Dalam koordinasi tersebut Bupati Mamuju memberikan respon yang sama dengan pemangku kepentingan yang lain bahwa akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap implementasi proyek perubahan ini. Bupati Mamuju bahkan menyarankan agar Rumah Bicara atau ruang konseling ini nantinya juga dapat dibangun di desa dan kelurahan dikarenakan pada level itulah masyarakat mencurahkan permasalahan mereka dan membutuhkan solusi ataupun jawaban yang tepat dan pasti.
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Gambar 3.15
Koordinasi dengan Bupati Mamuju

Dengan adanya dukungan dari pihak eksternal terkait pelaksanaan proyek perubahan ini, project leader melihat potensi pengembangan dan keberlanjutan Si ANDI Nah di tingkat desa dan kelurahan pada seluruh Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.

5. Tahap Kelima
Awal pembentukan Rumah Bicara atau ruang konseling salah satu hal yang diperlukan adalah memiliki penatalaksanaan yang baik. Penatalaksanaan dimaksud adalah standar operasional prosedur atau SOP dalam memberikan pelayanan di Rumah Bicara atau ruang konseling nantinya. Untuk itu, project leader bersama tim efektif melakukan rapat guna membahas SOP dimaksud.
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Gambar 3.16
Rapat pembahasan SOP Rumah Bicara atau ruang konseling

Setelah menyusun SOP Rumah Bicara atau ruang konseling, agar pelaksanaannya dapat dipatuhi sekaligus menjadi payung hukum bagi seluruh personil Ditreskrimum, maka SOP dimaksud ditetapkan oleh Direktur Reskrimum Polda Sulbar pada tanggal 9 Oktober 2023. SOP ini memuat tahapan penanganan masalah pertanahan oleh Ditreskrimum dan juga mengatur lama waktu pembahasan masalah. Dengan adanya SOP ini akan menjadi jaminan kepastian bagi masyarakat yang akan menerima layanan ini.


6. Tahap Keenam
Pembangunan Rumah Bicara atau ruang konseling merupakan output pada tahap ini. Awal dari tahapan ini adalah pengajuan Nota Dinas Direktur Reskrimum kepada Kapolda Sulbar dengan Nomor: B/ND-450/X/DIK.2.3/2023/Ditreskrimum, Tanggal 25 Oktober 2023, Hal Rencana Pembangunan Ruang Konseling. Pengajuan ini kemudian mendapatkan persetujuan dari Kapolda Sulbar per tanggal 26 Oktober 2023 yang menjadi dasar bagi project leader untuk memulai pembentukan Rumah Bicara atau ruang konseling.
Pemilihan ruangan yang tepat dilanjutkan dengan pembenahan di dalam ruangan tersebut mulai dilakukan oleh project leader. Pembersihan dinding, pengaturan meja dan kursi, serta penerangan ruangan. 
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Gambar 3.17
Koordinasi pembenahan ruangan konseling
Kemudian setelah pembenahan ruangan selesai, ruangan kemudian mulai dipasang spanduk dan banner pada tempat yang sesuai. Tujuannya adalah masyarakat mudah menemukenali ruangan dimaksud dan memberikan kenyamanan bagi mereka untuk menerima layanan konseling dari personil Ditreskrimum. Di dalam ruangan tersebut juga dipaparkan data-data kasus pertanahan sejak tahun 2021 hingga 2023 periode Januari s.d. Agustus. Pada dinding sebelah dalam ruangan terpasang peta wilayah yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
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Gambar 3.18
Rumah Bicara atau ruang konseling


Rumah Bicara atau ruang konseling tersebut diharapkan penanganan permasalahan pertanahan dapat dilakukan dengan lebih baik dan menghadirkan Sulawesi Barat sebagai provinsi yang ramah pertanahan.


B. Implementasi Rencana Strategi Marketing
1. Analisis Pemangku Kepentingan
Keberadaan pemangku kepentingan atau stakeholder sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh project leader. Berdasarkan hal tersebut maka dukungan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Setiap pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dilibatkan dalam proyek perubahan, yang tergambar pada diagram di bawah ini.
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Gambar 3.19
Pemetaan Stakeholder Hasil Proyek Perubahan pada tahap perencanaan

Keterangan:
a. Promoters memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya).
b. Defenders memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program.
c. Latents tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam program tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik.
d. Apathetics kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya program.

Berdasarkan hasil implementasi pelaksanaan proyek perubahan yang telah dilaksanakan, seluruh pemangku kepentingan mendukung penuh terhadap proyek perubahan Si ANDI Nah. Dengan melihat kajian terhadap tingkat pengaruh (influence) dan dukungan/keterlibatan (interest) dalam proyek perubahan, pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan dibagi ke dalam empat kuadran dimana masing-masing pemangku kepentingan masuk ke dalam salah satu kuadran.
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Gambar 3.20
Pemetaan Stakeholder Hasil Proyek Perubahan pada tahap implementasi



Dari hasil analis terhadap dukungan stakeholder, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh stakeholder yang pada awal rencana proyek perubahan tersebar dalam empat kuadran, namun pada saat pelaksanaan hamper semuanya memberikan dukungan sehingga stakeholder yang ada terklasifikasi pada kuadran Promoters dan Defender. LSM masih berada pada kuadran Apathetics dengan melihat bahwa LSM kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya program.

2. Strategi Mengatasi Kendala Internal dan Eksternal

Strategi merupakan alternatif upaya yang bisa dilakukan dalam rangka menghadapi dan menangani berbagai kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan sesuatu. Dengan adanya identifikasi dan penetapan strategi, diharapkan berbagai kendala dan hambatan yang akan muncul bisa segera diatasi. Berikut kendala dan strategi pemecahan masalah dari masing-masing kendala.
1. Keterbatasan waktu
Proyek perubahan Strategi Peningkatan Penanganan Tindak Pidana Pertanahan atau SI ANDI Nah memiliki capaian output yang memerlukan waktu cukup panjang khususnya pada upaya membangun kerja sama dengan pihak terkait dan pembentukan Rumah Bicara atau ruang konseling, diperlukan penentuan tempat yang representatif dan penyediaan fasilitas pendukungnya. Strategi pemecahan masalah yang ditempuh yaitu dengan membangun disiplin waktu seefektif mungkin untuk tercapainya seluruh milestone proyek perubahan.
2. Dukungan anggaran yang terbatas
Pelaksanaan rencana jangka pendek dengan output berupa pembentukan Rumah Bicara atau ruang konseling membutuhkan dukungan operasional berupa penyediaan fasilitas pendukung di tempat dimaksud seperti banner, spanduk, stiker dan lain-lain. Hal ini berdampak diperlukannya dana operasional yang belum teralokasi dalam anggaran tahun 2023. Strategi pemecahan masalah yang ditempuh adalah melakukan optimalisasi penggunaan fasilitas yang ada di kantor Ditreskrimum dan mengakomodasi dukungan dari stakeholder dalam penyediaan fasilitas yang mampu mereka terlibat di dalamnya.
3. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang
Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat merasa sudah memiliki sebidang tanah sebagai hak miliknya dengan dokumen sporadik yang dimilikinya. Hal ini tentu akan menyulitkannya di masa depan ketika ada permasalahan atas sebidang tanah yang menurutnya sudah menjadi hak miliknya. Strategi pemecahan masalah yang ditempuh adalah membangun koordinasi dengan pihak pemerintah setempat dalam bentuk advokasi dan melakukan sosialisasi melalui stiker, sosial media maupun berita online tentang hadirnya Rumah Bicara atau ruang konseling. Dengan begitu diharapkan masyarakat akan bertanya fungsi Rumah Bicara atau ruang konseling dan kemudian akan melakukan konsultasi terkait status tanah yang dimilikinya.

C. Pelaksanaan Rumah Bicara
Proyek perubahan SI ANDI Nah selama masa laboratorium kepemimpinan telah memberdayakan organisasi pembelajaran dengan baik. Melalui proyek perubahan ini, seluruh pemangku kepentingan pertanahan di Sulawesi Barat diharapkan dapat menjadi penggerak dalam penyelesaian masalah pertanahan yang ada selama ini.
Melalui proyek perubahan ini telah dilakukan upaya-upaya dalam rangka pembentukan Rumah Bicara atau ruang konseling. Capaian yang diperoleh yaitu:
1. Pengusulan penambahan personil pada Ditreskrimum Polda Sulbar yang disetujui oleh Direktur Reskrimum melalui Nota Dinas Nomor: B/ND-451/X/KEP/2023/Ditreskrimum, Tanggal 29 Oktober 2023, Hal Permohonan Penambahan Personil yang telah diajukan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Hal ini sangat penting guna optimalisasi pelaksanaan tugas Ditreskrimum ke depannya, khususnya terkait masalah pertanahan.
2. Pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan lidik/sidik bagi personil Ditreskrimum pada tanggal 25 Oktober 2023 bertempat di ruang rapat Ditreskrimum Polda Sulbar.
3. Dukungan kerja sama dan kolaborasi yang diberikan oleh ATR/BPN Provinsi Sulbar, Pemerintah Provinsi Sulbar, Kejaksaan Tinggi Sulbar, Pemerintah Kabupaten Mamuju, dan Pemerintah Kelurahan Simboro memberikan dampak yang begitu besar dalam implementasi proyek perubahan Si ANDI Nah. Pihak-pihak dimaksud memegang peranan yang sangat penting dalam upaya berhasil tidaknya pelaksanaan proyek perubahan ini.
4. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Rumah Bicara atau ruang konseling yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan oleh personil dan bagi masyarakat sehingga ada kenyamanan dan kepastian yang dirasakan masyarakat saat melakukan konseling.
5. Terbentuknya Rumah Bicara atau ruang konseling dalam lingkup kantor Polda Sulbar yang menjadi pilot project sehingga ke depannya akan hadir lebih banyak lagi Rumah Bicara atau ruang konseling, baik di seluruh Polresta/Polres jajaran maupun di kantor desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Barat.
Capaian pelaksanaan proyek perubahan tersebut di atas adalah capaian yang berhasil dilaksanakan pada rencana jangka pendek. Dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan, diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk mencapai jangka menengah yaitu:
1. Pelaksanaan sertifikasi penyidik/penyidik pembantu fungsi Reskrimum sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas Ditreskrimum Polda Sulbar khususnya dalam penanganan masalah pertanahan.
2. Pengusulan pembentukan Rumah Bicara atau ruang konseling di Polresta/Polres jajaran untuk mendekatkan layanan ini kepada masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Polda Sulbar, tanpa perlu harus mengorbankan tenaga, waktu dan biaya.
3. Pelaksanaan advokasi bagi seluruh Pemerintah Kabupaten se Sulawesi Barat dalam penataan administrasi tanah di desa dan kelurahan sehingga memudahkan penanganan kasus pertanahan yang masuk sebagai laporan polisi.
4. Terwujudnya Perjanjian Kerja Sama antara Polri dan ATR/BPN sehingga pelaksanaan tugas masing-masing dapat bersinergi dan menghadirkan layanan yang memuaskan bagi masyarakat.
Dengan tercapainya output sesuai tujuan jangka menengah, maka dalam periode 2 tahun ke depan diharapkan proyek perubahan ini dapat mewujudkan tujuan jangka panjang yaitu:
1. Terbentuknya Rumah Bicara atau ruang konseling di Polresta/Polres jajaran dan berkelanjutan.
2. Tersertifikasinya seluruh perosnil Ditreskrimum Polda Sulbar khususnya di bidang pertanahan.
3. Menurunnya kasus tindak pidana pertanahan di wilayah Polda Sulbar.
4. Jumlah kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yang semakin meningkat.
Berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan pada perencanaan jangka pendek selama masa laboratorium kepemimpinan, Si ANDI Nah telah berhasil dilaksanakan. Gambaran pencapaian dari proyek perubahan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Output Tahapan Perencanaan Strategis
	NO
	TAHAP UTAMA
	OUTPUT
	BUKTI
	CAPAIAN

	
	
	

	1.
	PERENCANAAN
	
	
	

	
	a.
	Penyusunan rencana kerja dan jadwal proyek perubahan
	Jadwal pelaksanaan kegiatan
	Foto
	Tercapai 100%

	
	
	

	2.
	PENGORGANISASIAN
	
	
	

	
	a.
	Konsultasi ke Mentor dalam rangka laporan perkembangan proyek perubahan
	Arahan pimpinan
	Foto
	Tercapai 100%

	
	b.
	Pembentukan tim efektif
	Terbentuknya Tim Efektif
	Foto
Surat Perintah
	Tercapai 100%

	
	c.
	Rapat tim efektif
	Internalisasi tim efektif
	Foto
Daftar hadir rapat
	Tercapai 100%

	
	
	

	3.
	PELAKSANAAN
	
	
	

	
	a.
	Pengusulan penambahan personil
	Persetujuan pengusulan penambahan personil
	Foto
Nota dinas
	Tercapai 100%

	
	b.
	Pelatihan peningkatan kemampuan
	Pelaksanaan dikbang
	Foto
Nota dinas
	Tercapai 100%

	
	c.
	Dukungan kerja sama oleh pihak terkait
	Surat dukungan
	Foto
Undangan rapat
Daftar hadir rapat
Berita Acara
Surat dukungan
	Tercapai 100%

	
	d.
	Pembuatan SOP Rumah Bicara atau ruang konseling
	SOP Rumah Bicara atau ruang konseling
	Foto
Undangan rapat
SOP 
	Tercapai 100%

	
	e.
	Pembentukan Rumah Bicara atau ruang konseling
	Rumah Bicara atau ruang konseling
	Foto
Nota dinas dan disposisi pimpinan
	Tercapai 100%

	
	
	

	4.
	
	PENGENDALIAN
	
	
	

	
	a.
	Monitoring dan evaluasi
	Notula rapat
	Foto
Undangan rapat
	Tercapai 100%

	
	b.
	Membuat laporan akhir
	Laporan Proyek Perubahan
	Dokumen laporan
	Tercapai 100%







D. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran
1. Implementasi Pengembangan Potensi Diri dan Kompetensi Tim
Implementasi pengembanagn diri dilakukan anatar lain dengan belajar melalui media youtube, diantaranya:
a. Cara membangun tim yang efektif yang berjudul “Cara Mempersiapkan Tim dan Membangun Team Work” pada link https://www.youtube.com/watch?v=ZjBTMl5noLc. 
[image: ]
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Gambar 3.21
Media belajar meningkatkan kemampuan
membangun tim kerja

b. Komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam membangun relasi yang berjudul “Ini Dia, Tips Komunikasi Efektif, Public Speaking” melalui link https://www.youtube.com/watch?v=vpe7BtO8UK4. 
[image: ][image: ]
Gambar 3.22
Media belajar meningkatkan kemampuan
komunikasi yang efektif



c. Kemampuan manajerial seorang pemimpin tim yang berjudul “Leader harus lakukan ini untuk memotivasi team” melalui link https://www.youtube.com/watch?v=1KLahOTxxA4. 
[image: ]
Gambar 3.23
Media belajar meningkatkan kemampuan manajerial

d. Implementasi pengembangan diri kaitannya membangun tim dengan mengikuti pelatihan Membina Kerjasama Tim.

[image: ]
Gambar 3.24
Sertifikaf pengembangan diri bidang membangun tim

e. Implementasi pengembangan diri bidang desain berpikir dengan mengikuti pelatihan Design Thinking Dalam Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan.

[image: ]
Gambar 3.25
Sertifikaf pengembangan diri bidang pengambilan keputusan

f. Implementasi pengembangan diri kaitannya dengan isu persamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial dengan mengikuti pelatihan “Membangun Kepekaan Terhadap Isu GEDSI DI Lingkungan Kerja”.
[image: ]
Gambar 3.26
Sertifikat pengembangan diri bidang penanganan isu dalam lingkungan kerja

g. Implementasi pengembangan diri bidang komunikasi dengan mengkuti pelatihan “Menguasai Seni Berkomunikasi”.

[image: ]
Gambar 3.27
Sertifikat pengembangan diri bidang komunikasi

Hasil dari implementasi pengembangan diri terlihat dari meningkatnya penilaian diri dan pimpinan yang tercantum dalam rekap penilaian sikap perilaku peserta oleh mentor di bawah ini:

[image: ]
Gambar 3.28
Rekap penilaian implementasi sikap perilaku peserta oleh mentor dan oleh peserta (penilaian diri sendiri)

Implementasi pengembangan kompetensi tim dilakukan dengan mentoring, coaching dan pelibatan dalam rangkaian kegiatan implementasi proyek perubahan, mampu membantu melakukan proses penyelidikan/penyidikan tindak pidana kasus pertanahan sehingga secara aktif terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan, baik kemampuan berorganisasi maupun kemampuan teknis penyelidikan/penyidikan.

2. Pemanfaatan Mata Pelatihan Pilihan Untuk Implementasi Proyek Perubahan

Dalam proyek perubahan ini terkait Mata Pelatihan pilihan yang mendukung dalam implementasi antara lain:
a. Manajemen Pemerintahan
Management berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik. efektif dan efisien.
Dari berbagai pendapat tersebut diatas, jika digeneralisasi dapat dilihat dari tiga pengertian, yaitu:
1) Manajemen sebagai proses;
2) Manajemen sebagai kolektivitas manusia;
3) Manajemen sebagai ilmu (science) dan seni (art).
Adapun hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan yang biasanya sering disebut alat manajemen lebih dikenal dengan “Enam M“, yaitu manusia (men), barang-barang (materials), mesin (machines), metode (methods), uang (money) dan pasar atau (market). Dimana ke enam unsur tersebut saling berhubungan satu sama lainya dalam mencapai suatu tujuan.
Setiap pemimpin atau manajer hendaknya mempunyai prinsip, yaitu komitmen terhadap apa yang dikerjakan atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip manajemen, menurut Winardi (1990) adalah:
1) Pembagian kerja, 
2) Otoritas dan tanggung jawab, 
3) Disiplin 
4) Kesatuan perintah, 
5) Kesatuan arah, 
6) Mendahulukan kepentingan umum. 
7) Penghargaan/balas jasa, 
8) Sentralisasi, 
9) Rantai bertangga, 
10) Keteraturan, 
11) Keadilan 
12) Stabilitas pelaksanaan pekerjaan,
13) Inisiatif 
14) Jiwa korps.
Fungsi pokok manajemen sebagai berikut:
1. Planning (perencanaan). Terdapat 3 unsur pokok kegiatan perencanaan, yaitu: pengumpulan data, analisis fakta dan, penyusunan rencana yang konkrit.
2. Organizing (pengorganisasian). Terdapat 6 tahapan yaitu: menetapkan tujuan pengorganisasian, menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi, melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci, mengalokasikan sumber daya yang tersedia, memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas, melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan.
3. Actuating (penggerakan). Actuating terdiri dari: menjelaskan dan mengkomunikasikan tujuan yang hendak di capai, menyelenggarakan pertemuan yang dapat menstimulus kerja bawahan, mengajak untuk bekerja semaksimal mungkin guna mencapai standar operasional, mengembangkan potensi guna merealisasikan kemungkinan hasil yang maksimal.
4. Controlling (pengawasan). Pengawasan sebagai proses terdiri atas tiga langkah universal, yaitu: mengukur perbuatan, membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada, dan memperbaiki penyimpangan dengan tindakan pembetulan.
Manajemen Pemerintahan adalah gabungan dua suku kata yaitu manajemen dan pemerintahan, Sondang P Siagian mendefinisikan Manajemen Pemerintahan adalah manajemen yeng ditetapkan pada aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
Selanjutnya untuk mencapai tujuan negara, maka secara umum dijelaskan tugas tugas pokok pemerintahan yang mencakup tujuh bidang pelayanan, yaitu: 
1) menjamin keamanan negara; 
2) memelihara ketertiban; 
3) menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat; 
4) melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah;  
5) melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; 
6) menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas; 
7) menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Dengan mempelajari manajemen pemerintahan, project leader mampu menyelenggarakan fungsi manajemen secara baik yaitu melalui 4 (empat) tahapan pada bidang layanan yang ada. Implementasi Rumah Bicara atau ruang konseling lebih fokus pada penjaminan penerapan perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat yang memiliki masalah pertanahan. Setiap warga berhak menerima layanan yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, golongan ekonomi dan lainnya. 

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat dalam diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi dan Negara Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional tidak hanya terbentuk dari negara saja, melainkan juga terbentuk oleh organ-organ negara, para pejabat yang bertanggung jawab, dan sejumlah organisasi non pemerintah. Meskipun mereka tidak berperan secara langsung dalam pembentukan norma hukum internasional dan dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia, namun mereka memiliki hak dan kewajiban yang timbul secara langsung dari norma hukum internasional.
Selain subjek hukum hak asasi manusia sebagai pemilik wewenang dan tanggung jawab, terdapat subjek hukum hak asasi manusia lainnya dalam kaitannya sebagai pemilik hak, yakni individu dan kelompok-kelompok individu termasuk di dalamnya yang dikategorikan sebagai kelompok yang rentan atas pelanggaran hak asasi manusia.
1) Individu. Dalam kerangka hak asasi manusia, individu adalah pemangku hak yang harus dipenuhi haknya oleh pemangku kewajiban. Individu menjadi pihak yang terdampak dari norma atau aturan yang diciptakan oleh pemangku kewajiban. Individu yang dimaksud sebagai pemegang hak berbeda dengan individu sebagai kombatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907, dimana terdapat prinsip pembedaan (distinction principal) antara individu sipil (civilian) dengan individu kombatan (combatant). Menurut konvensi ini, bahwa individu yang berlaku sebagai kombatan bukan merupakan pihak yang dilindungi menurut Konvensi Jenewa.
2) Kelompok. Kelompok sebagai pemangku hak terdiri dari berbagai golongan, baik yang tergabung dalam organisasi maupun tidak, seperti masyarakat adat/suku asli, pengungsi, dan kelompok minoritas lainnya. Kelompok-kelompok tertentu, ini dikelompokkan sebagai pihak pemangku hak atau yang menerima hak dari hak asasi manusia, karena pada kelompok ini terdapat kecenderungan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Subjek hukum hak asasi manusia sama dengan subjek hukum internasional, karena hak asasi manusia bersifat universal dan dapat dikatakan berasal dari hukum internasional.  Pada prinsipnya, subjek hukum dibagi menjadi dua, yakni subjek hukum sebagai pemangku kewajiban dan subjek hukum sebagai pemangku hak. Sebagai pemangku kewajiban terdapat tiga kelompok besar, yakni Negara, Kelompok, dan Perusahaan. Sebagai pemangku hak terdapat dua kelompok, yakni individu dan kelompok.
Materi ini memberikan pemahaman bagi project leader bahwa setiap individu memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh negara, kelompok dan perusahaan. Dalam kasus pertanahan, negara memangku kewajiban untuk memenuhi hak setiap warganya termasuk dalam kepemilikan tanah yang ditempatinya untuk hidup dan bersosialisasi dengan individu maupun kelompok lainnya.

c. Membina Kerja Sama Tim
Kerja tim menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Kerja tim merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi. Ada beberapa faktor yang mendasari dibentuknya sebuah tim dalam suatu organisasi yaitu rasa tanggung jawab dari dua orang atau lebih dapat membuat pekerjaan lebih serius dikerjakan, saling berkontribusi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan instansi, anggota tim dapat saling mengenal atau saling percaya sehingga mereka dapat saling membantu.



Hal-hal yang mempengaruhi kerja sama kelompok yang baik, antara lain:
1) Rasa saling percaya. Ini perlu dibangun dalam suatu kelompok supaya terhindar dari kepentingan pribadi atau individual yang dapat menimbulkan konflik.
2) Keterbukaan. Keterbukaan cenderung mengarah pada pembentukan sikap dalam diri seseorang, dimana sikap keterbukaan ini difokuskan pada sejauh mana orang lain mampu mengetahui tentang dirinya dan/atau sebaliknya.
3) Realisasi diri. Hal ini merupakan suatu bentuk kebutuhan setiap orang dan merupakan kebutuhan yang paling dicari. Dengan adanya realisasi diri diharapkan keberadaan dirinya dapat dirasakan dan diakui dalam lingkungannya.
4) Saling ketergantungan. Pengaruh dari hal ini antara lain oleh adanya ikatan antar individu. Agar saling ketergantungan ini dapat terjalin dengan baik, maka diperlukan pemeliharaan tingkat hubungan yang lebih harmonis, kondusif dan lebih matang.
Membina kerja sama tim ini sangat membantu project leader dalam memimpin tim efektif yang dalam tugasnya membantu project leader dalam pelaksanaan proyek perubahan, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Dengan mengetahui faktof yang mendasari terbentuknya sebuah tim dan faktor yang memengaruhi bekerjanya sebuah tim, project leader mampu memimpin tim efektif dengan efektif dan efisien.







BAB IV
PENUTUP


A. Simpulan

Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat memiliki tugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Salah subditnya yaitu Subdit 2 Harda Bangtah menangani kasus yang obyeknya adalah tanah dengan beban kerja yang sangat tinggi karena presentasi masalah tanah yang tertinggi dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya.
Banyaknya kasus yang ditangani oleh Ditreskrimum tidak berbanding lurus dengan jumlah personil yang dimilikinya saat ini. Dari Daftar Susunan Personil (DSP) yakni sebanyak 217 personil saat ini Ditreskrimum baru memiliki 74 personil. Ditambah lagi bahwa dominasi personil yang ada berpangkat Bripda bahkan bintara yang masih baru.
Masalah tanah yang dijelaskan sebelumnya lebih banyak didominasi dengan bukti kepemilikan tanah berupa dokumen sporadik dikarenakan pohak setempat seringkali melakukan proses ganti rugi lahan cukup dengan memiliki sporadik atau surat keterangan penguasaan fisik saja. Alhasil timbullah sengketa kepemilikan, sengketa batas lokasi dan perebutan harta warisan.
Berdasarkan analisis permasalahan di atas, maka ditetapkan Strategi Peningkatan Penanganan Tindak Pidana Pertanahan yang disingkat dengan Si ANDI Nah yang merupakan proyek perubahan untuk meminimalkan permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan di Sulawesi Barat.
Hasil yang dicapai selama tahap pelaksanaan laboratorium kepemimpinan dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:
1. Terlaksananya peningkatan kuantitas dan kualitas personil Ditreskrimum yang akan menangani permasalahan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulbar.
2. Terbangunnya komitmen dukungan stakeholder yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan terkait tanah yang dituangkan dalam Berita Acara.
3. Tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan Rumah Bicara atau ruang konseling sebagai pedoman bagi personil dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Terbentuknya Rumah Bicara atau ruang konseling yang menjadi wadah konseling bagi masyarakat yang berkaitan dengan tanah.
Pencapaian di atas baru merupakan tahap awal atau permulaan yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret sebagai bentuk tindak lanjut dari proyek perubahan yang telah dirintis. Dalam jangka panjang 2 tahun ke depan, proyek perubahan ini diharapkan dapat mencapai tujuan utama yaitu:
5. Terbentuknya Rumah Bicara atau ruang konseling di Polresta/Polres jajaran dan berkelanjutan.
6. Menurunnya kasus tindak pidana pertanahan di wilayah Polda Sulbar.

B. Lesson Learn

Dalam implementasi proyek perubahan Si ANDI Nah, project leader memperoleh pengetahuan dan pengalaman diantaranya:
1. Peran dan dukungan pimpinan organisasi memiliki andil yang besar dalam keberhasilan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, dukungan stakeholder juga tidak lepas dalam mencapai keberhasilan tim. Pimpinan dan stakeholder saling bertautan, tidak dapat jalan masing-masing.
2. Kompetensi sumber daya manusia dalam keanggotaan tim sangat penting karena setiap individu memiliki peran yang tidak dapat digantikan dengan yang lain. Penempatan individu dalam sebuah tim tanpa melihat kompetensinya jelas mempengaruhi kinerja tim tersebut.
3. Dukungan sumber daya berupa sarana prasarana serta anggaran tetap memegang peranan penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Walaupun tanpa sarana prasana dan jumlah anggaran tepat seperti yang telah direncanakan sebelumnya, tujuan tetap dapat dicapai namun mengalami beberapa penyesuaian seperlunya.

C. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil laboratorium kepemimpinan, saran dan rekomendasi atas pelaksanaan Si ANDI Nah sebagai berikut.
1. Proyek perubahan Strategi Peningkatan Penanganan Tindak Pidana Pertanahan ini baru tahap awal (jangka pendek) sehingga perlu diikuti dengan tahapan lebih lanjut pada tahapan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh sebab itu dukungan pemangku kepentingan yang telah diberikan sangat dibutuhkan dan berkelanjutan agar proyek perubahan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak signifikan.
2. Implementasi proyek perubahan Si ANDI Nah secara masif memerlukan dukungan kebijakan yang diikuti dengan pendanaan. Oleh karena itu, proyek perubahan ini perlu untuk ditetapkan dalam sebuah kebijakan, baik internal Polri maupun oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat diterapkan dengan baik.

	
	Mamuju, 23 November 2023

Project Leader,



ANDI JANGANLOLO, S.H.
NDH 001




image44.png




image46.jpg
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
1. Peserta Diklat
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Namz  : AKBP Andi Janganiolo.S.H
Jabatan - Kasubdit 1 Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum
Instansi  : Kepolsian Daerah Sulawesi Barat

2. Mentor
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : KOMBES Pol. | Nyoman Artana,S. H
Jabztan : Direktur Reserse Kriminal Umum

Instansi  : Kepolsian Daerzh Sulzwesi Barat

3. Perubzhan peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Il Angkatan XXVl merupakan
produk pembelzjaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil
pelatihan Proyek perubahan ini akan diimplementasikan diinstansi kami dalam milestone
jangka menengzh yaitu tersertifikasinya penyidik/penyidik pembantu fungsi reskrim,
terbentuknya Rumzh Bicara atau Ruang Konseling di setiap Polresta/Polres jajaran,
teradvokasinya Pemerintah Kabupaten dalam penataan administrasi tanah di desa dan
keluarahan, serta terbentuknya perjanjian kerja sama antara Polri dan ATR/BPN, dalam
jangka Panjeng yaitu terbentuknya Rumah Bicara atau Ruang Konseling di
Polresta/polres jejaran yang aktif dan berkelanjutan, tersertifikasinya seluruh personel
Ditreskrimum Polda Sulbar khsuusnya di bidang pertanahan, menurunnya kasus tindak
pidanz pertznzhan di wilayah Polda Sulbar, serta jumlah kepemilikan sertifikat hak milik
(SHM) yang semakin meningkat.

Demikizn surat pemyatzaan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Mengetahui :

| NYOMAN ARTANA,S H
KOMBESPOL BRP 68010598

Dipindai dengan CamScanner




image17.png
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI BARAT
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju 91511

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KEBERLANJUTAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Il LAN RI Angkatan ke XXVIII
yang diselenggarakan di Pusdikmin Polri, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :INYOMAN ARTANA,S H
Pangkat : KOMISARIS BESAR POLISI
Jabatan : DIRRESKRIMUM POLDA SULBAR

Dengan terwujudnya Proyek perubahan yang digagas oleh Peserta Didik Pelatihan Kepemimpinan
Nasional (PKN) TK.II Polri Angkatan XXVIll T.A 2023 atas nama ANDI JANGANLOLO,S.H dengan ini
saya menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan: Strategi Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Di Wilayah Hukum Polda Sulbar dalam rangka pelaksanaan tugas selanjutnya.

Demikian surat pemyataan dukungan ini dibuat uniuk digunakan sebagaimana mestinya

Mamuju, 23 November 2023
'YANG MEMBUAT PERNYATAAN

| NYOMAN NASH
KOMBES POL NRP 6801058




image22.png
JANUARI| FEB MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI |[AGUSTUS| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH
NO JENIS KEJAHATAN
et | ot | et |cT|cT| et [cT| cT cT cT cT cT
1 [PENCURIAN 1 1
2 |PENGANIAYAAN 1 1
4 |PENIPUAN / PENGGELAPAN 6 5 2 |1 2 3 3
7 |PENGGELAPAN 1 1 1 1 2 1 7
8 |PEMALSUAN DOKUMEN 1 1 4 6
9 BUATAN CABUL 1 1
MPASAN 1 1
RJUDIAN 1 2 3 6
TANPA 1ZIN 1 1
13 |PENGUNAAN SURAT PALSU 1 1 2
14 |PERBUATAN TDK MENYENANGKAN 1 1
15
NCULIKAN DAN KEKERASAN ANAK 1 1
ECEHAN SEKSUAL 1 1
17 IPENCURIAN /PENGGELAPAN 1
18 |PEMERSAN DAN PENGANCAMAN 1
19
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN 1
DLL (ATAU MENAMBAHKAN KOLOM)
TOTAL
7 1 10 5 5 12 4 1 7 13 3 10 88





image38.png
KET

PENIPUAN / PENGGELAPAN

PERINGKAT

PENGGELAPAN

PEMALSUAN DOKUMEN

PERJUDIAN

PENCURIAN

PENGANIAYAAN

PENGUNAAN SURAT PALSU

PELECEHAN SEKSUAL

PERBUATAN CABUL

PERAMPASAN

NIKAH TANPA IZIN

PERBUATAN TDK MENYENANGKAN

PENCULIKAN DAN KEKERASAN ANAK

PENCURIAN /PENGGELAPAN

PEMERSAN DAN PENGANCAMAN

PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN





image13.png
JENIS KEJAHATAN
PENCURIAN

JANUARI | FEBRUARI | MARET
cT cT cT

APRIL
cT

MEI

JUNI
cT

Jull

AGUSTUS [SEPTEMBER

cT

cT

OKTOBER
cT
3

NOVEMBER
cT
1

DESEMBER
cT
3

JUMLAH

PENCURIAN DGN PEMBERATAN

PENGANIAYAAN

1

PENGEROYOKAN

PENIPUAN

PENIPUAN MODUS HIPNOTIS

PENIPUAN / PENGGELAPAN

PENGRUSAKAN
PENGANCAMAN

PENGGELAPAN

PEMALSUAN DOKUMEN

PENCEMARANNAMA BAIK

PERBUATAN CABUL

KEKERASAN TERHADAP ANAK

1

PERAMPASAN

PERJUDIAN

PEMERASAN

1
1 3
1
1

6
17
18 |PERZINAHAN
19

ICURANMOR

BAWALARI ISTRI ORANG

1

BAWALARI ANAK GADIS

INIKAH TANPA IZIN

PENELANTARAN ANAK

PENADAHAN

PEMBUNUHAN

PENGGELAPAN HAK

1
1
2

5
26
27 |SETUBUHANAK BAWAH UMUR
28

PELECEHAN/KEKRASAN SEKSUAL

[TIPU/GELAP DAN PENGANCAMAN

PERZINAHAN DAN KDRT

alalmfm|alalalafa=a=]=a|=a]=a]|n]a]|=a]|=]|=]|n]|w]|w

[DENGAN SENGAJAMENCABUT ORANG YANG
BELUMDEWASA DARIKUASA YANG SAH

PENGGELAPAN DALAM JABATAN

PENGGELAPAN ATAS BARANG TDK BERGERAK|

IS

PEMALSUAN DOKUMEN DAN PEMUFAKATAN

PENYEROBOTAN DAN PENCEMARAN NAMA
BAIK

PEMALSUAN DOKUMEN DAN PENYEROBOTAN

PEMALSUAN UANG

JASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

39
40 [PENYEROBOTANDAN PENGRUSAKAN
4

3

PENEMUANBAY!

43

PENGHAPUSAN KDRT

4

PEMALSUAN DAN PENIPUAN

45

INIKAH DIBAWAH UMUR TANPA IZIN

46

DLL (ATAU MENAMBAHKAN KOLOM)

TOTAL

22

22

S N N S Y N Y S





image18.png




image30.png
KETERANGAN

IPENIPUAN /
PENGGELAPAN

PENGANIAYAAN

PENIPUAN

PENCURIAN

PENGGELAPAN

IPEMALSUAN DOKUMEN

IPENGEROYOKAN

KDRT

IPERBUATAN CABUL.

PERJUDIAN

PERZINAHAN

URANHOR





image15.png
PENCURIAN

NO JENIS KEJAHATAN JANUARI| FEBRUARI | MARET | A
CT CT CT
1 1

“

PENCURIAN DGN PEMBERATAN

PENCURIAN DGN KEKERASAN
PENGANIAYAAN 1 1
PENGEROYOKAN 1

7 |PENIPUAN / PENGGELAPAN 7 2

w

[S,] N

PENGGELAPAN

PRIL
CT

MEI
CT

JUNI
CT

JULl
CT

AGUSTUS

cT
2

JUMLAH

5
1
1
14
3

PEMALSUAN DOKUMEN

12

PERBUATAN CABUL

13

KEKERASAN TERHADAP ANAK

14 |PERJUDIAN

PERZINAHAN

15
16

ICURANMOR

17

KDRT

18

NIKAH TANPA IZIN

19 |SALGUN SAJAM

20

PEMBUNUHAN

21

PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

=R R=m =W [ NNN= (NN (o,

22

PERZINAHAN DAN KDRT

23

25 |MIRAS 1

PERDANGAN ORANG

27 |PROSTITUSI ANAK

28 |PEMBOHONGAN PUBLIK
29 [DLL (ATAU MENAMBAHKAN KOLOM
TOTAL 15 7 7





image43.png




image24.png




image31.jpg




image40.jpg




image34.jpg




image41.jpg




image42.jpg
k)

y

) PELATIHAN

PENINGKATAN KEMAVMPUAN

sy PERTANAHAN
N -/‘




image50.jpg




image45.jpg




image47.jpg




image48.jpg




image49.jpg




image25.jpg




image27.jpg




image20.jpg




image39.jpg
=
Pl





image28.jpg




image19.jpg




image32.jpg




image35.jpg




image26.jpg
IRUMAREBICARA ATAU RUANG KONSEUFING
“\, KOLABORASI INSTANSI
DAAIVIERENANGANAN KONFLIK

- PE RTAm-I A
DIREXTORAT RESEREYT MU
PO N





image23.jpg
Z]@
g@;@gﬂ & @
RUINGIKONSELING

KOLABORAS| INSTANS!
DALAM PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN

£ ﬁ'

3

G
S D gy

*fe





image1.jpg
otk PENI[(\%I:\BORASI INSTANSI
ANAN KONFLIK PERTANAHAN

1 POLDA SULBAR
o ATR/BPN PROVINISULSAE

AT RESERSE KRIMINAL umu
provinsisutsA® | KaNwi

DIREKTO?





image33.jpg
A
R |

KOLABORASI [NST,
DALAM PENANGANAN MASALAH PERTAY

AN





image11.jpg




image36.jpg




image14.png
LaTeNT
1 Kapoigs
2. Wakapolda

dukungan dalam pelaksanaan
Proper dan menerbtkan Sural

ROVIOTER
1. Dieslaimum.
2. DirBinmas (+)
3. Kabid TIK (+)
4. Kapolresta Kapolres Jajaran
Sirateai Komonikasi Laporan dan
konsultasit pelaksanaan Proper dan
meminta dukungan penuh

INGGI PENGARUH

RENDAH KEPENTINGAN

APATHETICS
1 Lsm

2 Wartawan dan

3. Sebagian Masyarakat

RENDAH PENGARUH

TINGGI KEPENTINGAN

DEFENDER
1. Wadi

2. Kabag wassidik

3. Kabag bin ops dan
4. Para Kasubdt




image2.png
TAMBAHAN ANALISIS STAKEHOLDEF

Home. Mailings  Review

cut o5 o

ﬁ o Caliori Body) -[11 -] A" A" | A2~ AaBbeeDe| AadbeeDe AaBbC( AsBbCcl AQB asebcer acsbeepi acsben

P panter B T Uk x A ¥ A TNormal | TNoSpac.. Heading! Heading2  Ttle  Subtitle SubtleEm.. Emphasis
Clipboard 5 Font 5 stes

|16 SRS

0

PROMOTER
Kapolda

Wakapolda

Dirreskrimum

Dir Bimnas (+)

Kabid TIK (+)

Kabid Humas

Kapolresta Kapolres Jajaran Strategi

KomunikasiLaporan dan Konsultasi

] ttg pelaksanaan Proper dan meminta
dukungan penuh

0150 cl4 013012000
NowswNe

7

APATHETICS DEFENDER
1 1M . Kabid Propam
Dirpam Obvit

18

1

Kabag bin ops dan
Para Kasubdit
‘Wartawan

Al . Masyarakat

P Find -
- 2 Replace
T Iy Select~
5 Edtng | A
[

Pagelof1 72words [¥ English (United States) @ B -+ 1%




image21.png
= OVoiie'

4. Libatkan anggota tim untuk membahas
bagaimana cara mencapai sasaran tim.

‘CARA MEMPERSIAPKAN TIM & MEMBANGUN TEAM WORK | MELAKUKAN BRIEFING TIM
KERJA | TIPS PEMIMPIN EFEKTIF

. Fanny Winara

Gae P A





image10.png
= 2 YouTube © cara membangun tim kerja X Q s E N O

Sign Up
"o Start now
Sponsored - monday.com

All From your search From Fanny Winara >
[ ‘ 4+ 2 Gelas Per-Hari Penuhi Nutrisi
YERIUTUTEYSENDI PRGN

Gamamilk Susu Terapi Sendi & Lutut
Rekomendasi Dokter Ahli Herbal
Medis

CARA MEMPERSIAPKAN TIM & MEMBANGUN TEAM WORK | MELAKUKAN BRIEFING TIM
KERJA | TIPS PEMIMPIN EFEKTIF

Fanny Winara .
. 8.71K subscribers 36 OB 4 Share

Sponsored - Gamamilk Susu Etawa...

Pesan sekarang m

CARA / TEKNIK MELAKUKAN
COACHING KARYAWAN YANG...

Fanny Winara
16K views * 3 years ago





image8.png
Ini Dia; TIPS KOMUNIKASI EFEKTIF!!! | Public Speaking

Sherly Annavita... @
‘E 831K subscribers w b 15k Gh 4 Share





image16.png
KomuNKas!

(- B o R

Ini Dia; TIPS KOMUNIKASI EFEKTIFI! | Public Speaking

Sherysonai. © 1%





image9.png
Iisgess

(G SiE=
ENJOARET

Fr g
20 Y A BALAS

ORI

mendapatkan manfaat untuk pribadi biasanya

N

b | W) o00s/53 » B & =@ O 5)

Leader harus lakukan ini untuk memotivasi Team - Tom MC Ifle

Tom MC Ifle @
‘ 926K subscribers w 45k Gf /A Share




image3.png
==ASN
N BERPIUAR

SERTIFIKAT KELULUSAN

Future Skills Indonesia by Pijar Foundation

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

ANDI JANGANLOLO, SH

Atas pencapaiannya delam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatinan:

Membina Kerjasama Tim

Jakarta, 25 November 2023

Ferro Ferizka
eutve Disctor
Pir Foundaton





image6.png
== ASN
™ BERPIJAR

SERTIFIKAT KELULUSAN

Future Skills Indonesia by Pijar Foundation

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

ANDI JANGANLOLO, SH

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Design Thinking Dalam Pemecahan Masalah Dan Pengambilan Keputusan

Jakarta, 26 November 2023

s
y >
Z 7
o
Ferro Ferizka
Executive Director
Pijar Foundation





image5.png
==ASN
N BERPIUAR

SERTIFIKAT KELULUSAN

Future Skills Indonesia by Pijar Foundation

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

ANDI JANGANLOLO, SH

Atas pencapaiannya delam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatinan:

Membangun Kepekaan Terhadap lsu GEDSIDiLingkungan Kerja

Jakarta, 25 November 2023

Ferro Ferizka
eutve Disctor
Pir Foundaton





image7.png
== ASN
™ BERPIJAR

SERTIFIKAT KELULUSAN

Future Skills Indonesia by Pijar Foundation

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

ANDI JANGANLOLO, SH

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Menguasai Seni Berkomunikasi

Jakarta, 25 November 2023

s
y >
Z 7
o
Ferro Ferizka
Executive Director
Pijar Foundation





image12.png
REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERT/

ANDLIANGANLOLO SH Nama Mentor = INYOMAN ARTANASH
71070195 ssoi0see

KASUEDIT KAMNEG. sabatan. DIRRESKRIMUM
DITRESKRIMUM POLDA SULSAR nstansi DITRESKRIMUM POLOA SULBAR

PRI ANGRATAN OOV TAHUN 2023

Keterangan Kualiasi i Sikap Pertai
20010 etmews

7899 Baik 850

se9 [ Fasitiast,

349 Kurang Baik

1209 Sangt Kurang





image37.jpg
MAKARTI BHAKTI NAGARI

|‘:LAN RI




image4.png




image29.png




